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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

TERHADAP ANAK DI INDONESIA 

Oleh : 

Shindy Millinia Ramadhanty 

Indonesia sebagai negara hukum yang mana negara harus memiliki kewajiban 

untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga 

negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Dalam pasal 1 angka 

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Anak  adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti 

adalah proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di 

indonesia dan akibat hukum pelaksanaan diversi terhadap proses peradilan anak di 

pengadilan tingkat pertama. Melalui metode Penelitian ini dilakukan 

menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan empiris dengan data 

primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian 

kepustakaan dan dilapangan. Proses pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1) yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan Diversi. 

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar peradilan pidana. dengan adanya pelaksanaan diversi maka 

perkara tidak akan disidangkan, pelaksanaan diversi ini menggunakan sistem 

secara mufakat atau musyawarah, tidak semua perkara anak dapat diversi, perkara 

yang bisa diversi hanya dengan ancaman dibawah 7 tahun sesuai dalam pasal 7 

ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pelaksanaan diversi. 

Apabila diversi gagal dikepolisian maka akan lanjut ke tahap kejaksaan, jika 

diversi dikejaksaan masih gagal maka akan dilaksanakan ke pengadilan,  jika di 

pengadilan masih gagal maka akan lanjut ke tahap persidangan. Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di pengadilan : 

1. Penetapan Musyawarah 

2. Berita Acara Diversi 

3. Kesepakatan 

4. Laporan Hasil Kesepakatan 

5. Penetapan Hakim 

6. Penetapan Ketua Pengadilan 

Akibat Hukum Pelaksanaan Diversi, apabila anak gagal melakukan upaya diversi 

maka akan lanjut ke tahap persidangan dan akan mengikuti bimbingan, apabila 

diversi berhasil maka anak tidak akan mengikuti bimbingan kemasyarakatan. 

 

Kata Kunci :  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi, Anak, 

Pelaksanaan, Kesepakatan, Penetapan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana yang telah di atur dalam  

Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Hukum menurut Aristoteles 

adalah suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan 

berkedaulatan hukum. Negara Hukum memiliki aspek pemerintahan yang baik 

dalam pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan atau berdasarkan pada legalitas yang artinya pemerintah tidak dapat 

melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.1 

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, 

perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan 

dihormati. Negara yang berlandaskan hukum harus mematuhi beberapa asas-asas 

diantaranya adalah semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu 

maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan 

atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. dan 

Negara berdasarkan hukum harus memiliki dasar hukum yang baik dan adil. 

Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi hak-hak 

warga negaranya atau yang biasa dikenal sebagai hak asasi manusia termasuk hak 

untuk dilindungi secara hukum. Sedangkan hak asasi manusia itu sendiri adalah 

hak yang sudah dimiliki setiap manusia sejak ia lahir didunia antara lain 

mempunyai hak kebebasan. Pasal 28 ayat (5) Undang–Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi untuk penegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan 

 
 1 Nurul Qamar. 2013. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: 

Sinar Grafika, hlm 24 
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prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin hak-hak warga negaranya 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai 

konstitusi negeri. 

Dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

Menurut Psikologi Anak adalah periode pekembangan yang merentang 

dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut 

dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun 

sekolah dasar.2 

Kenakalan anak diambil dari istilah juvenile delinquency, tetapi kenakalan 

anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Istilah juvenile delinquency, berasal dari juvenile artinya young, 

anak-anak, anak muda, karakteristik pada masa muda,sifat-sifat khas pada periode 

remaja; sedagkan delinquency artinya wrong doing, terabaikan/mengabaikan, 

yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran 

aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, 

dursila, dan lain-lain.3 

Menunjukkan bahwa Juvenile delinquency adalah perilaku anak yang 

merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang 

dewasa disebut sebagai kejahatan, Apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat 

anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan 

pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), 

 
 2 “Anak” www.kpai.go.id.org/anak tanggal 13 September 2020, Pukul 19.00. 

 3 Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT. 

Grafindo, hlm 25 
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penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan bukan sebagai 

“Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Permasyarakatan” dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terkandung makna bahwa suatu 

perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : 

1. Adanya perbuatan manusia 

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum 

3. Adanya kesalahan 

4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.4 

Macam-macam Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak : 

Menurut Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak mendefenisikan 

anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 

berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

dalam tiga kategori:5 

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); 

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan 

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) 

 

 

 
 4Ibid., hlm 27 

5 “Hal-hal Penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” 
 http://www.hukumonline.com//klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-

 yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak tanggal 13 September 2020. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
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Berdasarkaan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, anak dapat dibedakan menjadi: 

1. Anak terlantar: adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

2. Anak penyandang disabilitas: adalah anak yang memilki keterbatasan 

fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 

menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 

efektif berdasarkan kesamaan hak. 

3. Anak yang memiliki keunggulan: adalah anak yang mempunyai 

kecerdasan luar biasa atau memilki potensi dan/atau bakat istimewa 

tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang 

lain. 

4. Anak angkat: adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 
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5. Anak asuh: adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk 

untuk diberikan bimbingan, pemeliharan, perawatan, pendidikan, 

dankesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak 

mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.        

Macam-macam anak sebagimana tersebut di atas harus di berikan 

perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejatera (Pasal 3  Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak). 

Istilah sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan 

mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar 

pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan 

segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling 

berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan Menurut 

Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian 

kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga hukum. Adapun tujuan sistem 

peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah mencegah masyarakat 

menjadi objek/korban., menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.6 

Dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang 

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus 

generasi muda untuk memajukan bangsa untuk kedepannya. Karena itu anak lebih 

 
 6 Nashriana, Op,Cit, hlm 101 
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membutuhkan pembinaan, secara terus menerus demi kepentingan hidup 

pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari 

segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Anak 

mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus dilakukan secara 

berbeda, memperhatikan hak-haknya dan juga mempertimbangkan kepentingan 

terbaik bagi anak. 

Pasal 59 dan pasal 59A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum. Memberikan perlindungan kepada anak 

yang menjadi korban tindak pidana, juga diberikan kepada anak pelaku tindak 

pidana 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak adalah solusi dari anak yang melakukan tindak pidana. ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut 

dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak 

dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai 

dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagi 

suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012.7 

 Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 23 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak 

telah memberikan beberapa petunjuk yaitu Pasal 2 menentukkan bahwa sistem 

peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlidungan, keadilan, non 

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan. 

 
 7 R. Wiyono.2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,  

hlm 22  
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Sedangkan Pasal 5 menentukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 

mengutamakan Pendekatan Keadilan Restorative. 

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak 

yang terlibat dalam suatu tindakan pidana tertentu bersama-sama mengatasi 

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 

menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam 

mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang 

tidak berdasarkan pembalasan. 

Selain itu, Pasal 1 angka 7  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa salah satu penyelesaian 

peradilan pidana anak dikenal adanya diversi. Diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 

pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dapat dilakukan apabila 

ancaman hukuman tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan 

tindak pidana. ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.8 

Proses diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan 

orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing 

kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan 

restoratif. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan 

bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain 

sebagai berikut. 

 

 
 8 Ibid., hlm 47 
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a. Kategori Tindak Pidana. 

Dalam penjelasan Undang-Undang di atas disebutkan bahwa ketentuan ini 

merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi 

prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak 

pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan,pengedar narkotika, dan 

terorisme yang diancam pidana di atas7 (tujuh) tahun. 

b. Umur Anak. 

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 

menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin 

tinggi prioritas diversi. 

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. 

d. Dukungan Lingkungan keluarga dan masyarakat9 

Proses pelaksanaan diversi terhadap anak di pengadilan tingkat pertama 

maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap putusan atau penetapan 

hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Palembang, sehubungan 

dengan penjelasan diatas, penulis tertarik menuli skripsi dengan judul 

:“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

ANAK DI INDONESIA” 

 

 
 9 Ibid., hlm 53-54 
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B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 

menjadi permasalahan penulisan adalah : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana 

anak di Indonesia? 

2. Apakah akibat hukum pelaksaanaan diversi terhadap proses peradilan 

anak di pengadilan tingkat pertama ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan diversi 

terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan melakukan 

penelitian terhadap putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Negeri 

Palembang Kelas 1A Khusus. Adapun tujuan dari penelitian pokok permasalahan 

yang akan di teliti adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan didalam peradilan khususnya mengenai diversi 

dalam peradilan pidana anak dan untuk menjamin perlindungan dan hak-hak anak 

dalam pelaksanaan diversi. 
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D. Kerangka Konseptual 

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkaitan antara 

teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan 

sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.Kerangka konseptual ini 

juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukkan arah dan tujuan 

penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual tersebut adalah : 

1. Diversi 

Berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian 

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.10 

2. Sistem Peradilan Pidana 

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri 

dari lembaga–lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan 

terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice 

system)  adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.11 

 

 

 

 
 10 Ibid., hlm 47 

 11 Nashriana, Loc. Cit. 
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3. Anak 

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitianhukum empiris. Penelitian 

hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primer dan  menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir 

induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan  untuk 

melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah 

fakta yang mutakhir. Penelitian ini menyangkut tentang pelaksanaan diversi dalam 

sistem peradilan pidana terhadap anak di Indonesia.12 

Penelitian ini dianalisi menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian 

hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat 

tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai 

pelaksanaan diversi, untuk memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh 

penulis. 

 
 12 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

data yang diperoleh dari lapangan (field research), pengambilan data ini 

dilakukan secara langsung melalui penelitian terhadap putusan atau penetapan 

hakim terkait dengan masalah yang diteliti didalam skripsi, 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian, seperti: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 
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d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya 

tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media 

cetak yang erat berhubungan dengan pokok bahasan ini, 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, kamus hukum, 

kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki 

keterkaitan dengan objek yang teliti.13 

3. Alat Pengumpulan Data 

1. Studi Lapangan 

Yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh 

melalui informasi yang didapat dari standar operasional prosedur di Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta putusan atau penetapan hakim 

mengenai pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Palembang. 

 

 
 13 Bambang Sunggono.2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 185 
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2. Studi kepustakaan  

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber 

dari perundang-undnagan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.14 

4. Analisis Data 

Dalam hal ini analisis data yang harus dilakukan dalam suatu penelitian 

yang menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah membaca seluruh data lapangan, 

dalam hal ini ialah analisis mengenai standar operasional prosedur di Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta putusan atau penetapan hakim 

mengenai pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Palembang, menyusun 

menurut tipologi, membaca kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, lalu 

merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan). Adapun sifat dan bentuk 

hasilpenelitian ini dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk deskriptif 

analitis.15 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan 

skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi 

menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup 

dantujuan penelitian,kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 
14 Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta,  

hlm 123 
 15 Burhan Ashsofa. 2004 Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 66 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas materi pengertian sistem peradilan pidana anak, dasar 

hukum sistem peradilan pidana anak, orang dan lembaga yang terlibat 

dalam sistem peradilan pidana, hukuman dalam sistem peradilan pidana, 

pengertian diversi, dasar hukum diversi, syarat pelaksanaan diversi, dan 

akibat hukum diversi. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang proses pelaksanaan diversi dalam sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia, dan akibat hukum tindakan diversi 

terhadap proses peradilan anak di pengadilan tingkat pertama. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan 

diversi dalam sistem peradilan pidana terhadap anak di Indonesia yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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